Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa Aceh Barat Daya
mengalami perubahan sosial yakni terjadi pemekaran wilayah. Pada awalnya,
wilayah Aceh Barat Daya merupakan wilayah dibawah kekuasaan Kabupaten
Aceh Selatan, kemudian dapat memisahkan diri dan membentuk sebuah Kabupaten
baru, yaitu Kabupaten Aceh Barat Daya. Perubahan Sosial yang terjadi
berdampak pada peningkatan angka perceraian, sehingga Kabupaten Aceh Barat
Daya termasuk ke dalam Kabupaten yang mengalami peningkatan angka
perceraian pada setiap tahun. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui
bagaimana proses terjadinya perubahan sosial di Kabupaten Aceh Barat Daya,
Mengetahui bagaimana proses yang mendorong terjadinya perceraian pada
pasangan suami istri di Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Mengetahui bagaimana
hubungan antara perubahan status sosial ekonomi istri dengan peningkatan
perceraian di Kabupaten Aceh Barat Daya. Metode penelitian menggunakan
pendekatan kualitatif yang memerlukan pendekatan yang intensif dengan informan
dan subyek penelitian bersifat alamiah (natural setting). Teknik pengumpulan data
melalui pengamatan atau observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya
kesenjangan pembangunan antara Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Aceh
Barat Daya. Kabupaten Aceh Barat Daya mengalami ketertinggalan dalam hal
pembangunan daerah. Hal itu dikarenakan, Kabupaten Aceh Selatan memiliki
jangkauan pemerintahan yang sangat luas sehingga terdapat ketidakadilan dalam
pemerataan pembangunan dan pengembangan daerah. Di samping itu, Aceh Barat
Daya sudah memilki kelayakan untuk memisahkan diri dari Kabupaten Aceh
Selatan, sehingga setelah melewati proses selama 20 tahun, maka terbentuklah
Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai Kabupaten yang otonom. Perubahan sosial
tersebut mengantarkan Kabupaten Aceh Barat Daya pada kemajuan wilayah yang
pesat di bidang pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Namun, Kabupaten Aceh
Barat Daya juga mengalami peningkatan perceraian setelah perubahan status
sosial istri terjadi dalam keluarga. Perceraian terjadi dengan gugatan cerai dari
istri yang berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) terhadap suaminya. Gugatan
cerai itu dilakukan karena suami yang tidak bekerja sehingga kebutuhan rumah
tangga harus dipenuhi oleh sang istri. Suami merasa malas bekerja dikarenakan
sulitnya mencari pekerjaan dan suami juga mulai menyimpan harapan penuh pada
gaji istri di setiap bulan, sehingga tidak harus bekerja.

Key-Word : Perubahan Status Sosial, Peningkatan Perceraian, Aceh Barat Daya.

xi



ABSTRACT

Background of this research is the fact that Kabupaten (Regency of) Aceh
Barat Daya (Southwest Aceh) experiencing social change due to the process of
proliferation of (administrative) region that it just passed through. Initially, the
Aceh Barat Daya region was under Regency of (Kabupaten) Aceh Selatan (South
Aceh), then the Government of Republic Indonesia decided it to be new Regency
(Kabupaten) separated form Aceh Selatan. Meanwhile, the number of divorces
happen in the new regency increase compared to condition before it becomes new
regency so that the regency classified as regency with increasing number of
divorce case by the Ministry of Religious Affairs. It is hypothesized that the social
changes that occur after the region become new regency have an impact on
increasing number of the divorce case. This study aims to describe the process of
social change in the regency of Southwest Aceh, identify the changes that related
to increasing number of divorce in the Regency of Aceh Barat Daya, and describe
the relationship between changes in the economic status of wives with increasing
number of divorce in Aceh Barat Daya. The research method used is the qualitative
approach which requires an intensive approach to informants and the natural
subject of research (natural setting). Techniques of collecting data in this study are
observation, interview, and documentation.

The results show that the social change occurred because of the
developmental gap between Regency of Aceh Selatan and Regency of Aceh Barat
Daya. The development of the new regency is fallen below the development of
Aceh Selatan. Under the administration of Regency of Aceh Selatan, Aceh Barat
Daya region witnessed the inequality of development for the wide range of region
under the Aceh Selatan administration. The process of proliferation of
(administrative) region that resulted in the set of Aceh Barat Daya as new regency
led the new regency to the rapid progress in education, health, and other social
affairs. However, the Regency of Aceh Barat Daya also experienced an increasing
number of divorce after the change for the change of the wife social status
occurred within the family. The divorce occurred for the lawsuit by the wife with
civil servant status (Pengawai Negeri Sipil; PNS). The reason for divorce for the
lawsuit (Talak Gugat) is that the husband is not working so the wife must fulfill the
household need alone. The husband is lazy to work because they face difficulties to
find a job and husband also began to keep full expectations on the wife's salary
every month, so they think they do not have to work.
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